
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Cirebon tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
4. Undang-UndangNomor15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuanganantara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik
IndonesiaTahun 2022 Nomor4, Tambahan LembaranNegara
RepublikIndonesia Nomor6757);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional danIatau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6516);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6757);

Tahun 2004 tentang
(Lembaran Negara

2004 Nomor 5, Tambahan

Undang-Undang Nomor 1
Perbendaharaan Negara
Republik Indonesia Tahun

3.
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor210, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan WewenangGubemur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor6224);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor52, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor6323);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman PengelolaanInvestasi Pemerintah Daerah
(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Penge1ompokanKemampuanKeuanganDaerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2017 Nomor1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
PertanggungjawabanPenggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tetang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
DalamAnggaranPendapatan dan Be1anjaDaerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
PertanggungjawabanPenggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan AlokasiAnggaran untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan PenggunaanAlokasiAnggaranuntuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
RepublikIndonesiaTahun 2021 Nomor910);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2020 Nomor1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
RepublikIndonesiaTahun 2021 Nomor431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor926);

25. Peraturan DaerahKabupatenCirebonNomor14 Tahun 2007
tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air
Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007
Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten CirebonNomor 11 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah
KepadaBank PembangunanDaerah Jawa Barat, Perusahaan
Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan
Rakyat (LembaranDaerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016
Nomor11);

26. Peraturan Daerah Kabupaten CirebonNomor8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran2022 (LembaranDaerahKabupatenCirebon
Tahun 2021 Nomor8);

27. Peraturan Daerah Kabupaten CirebonNomor2 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
DaerahTahun Anggaran2022 (LembaranDaerah Kabupaten
CirebonTahun 2021 Nomor2);
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kewenangandaerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomidan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
NegaraRepublikIndonesiaTahun 1945.

5. AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. PenerimaanDaerah adalah uang yangmasuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas

Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.

9. BelanjaDaerah adalah semua kewajibanPemerintahDaerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periodetahun anggaran berkenaan.

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali danjatau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun­
tahun anggaran berikutnya.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode5 (lima)tahun.

yang memimpin
yang menjadipemerintahanurusan

pemerintahan daerahpenyelenggara
pelaksanaan

Pasal1
DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah KabupatenCirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. PemerintahDaerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :PERATURANBUPATITENTANGPENJABARANPERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUNANGGARAN2022.
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Rp3.423.898.228.515,00
Rp913.752.262.664,00

Rp4.337.650.491.179,00

1.semula
2. bertambah/beikunang
Jumlah belanjadaerah
setelah perubahan

2. bertambah/berkumng Rp639.939.077.339,00
Jumlah pendapatan daerah Rp3.964.720.588.860,00
setelah perubahan

b. BelanjaDaerah:

Rp3.324.78L511.521,001.semula

Rp913.752.262.664,00 sehingga menjadi
Rp4.342.926.999.179,00dengan rincian sebagaiberikut:
a. PendapatanDaerah:

bertambah

Daerah
sebesar
sebesar

Belanja
semula

dan
2022

Anggaran Pendapatan
Tahun Anggaran
Rp3.429.174.736.515,00

Pasal2

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang
selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan
Daerahuntuk periode1 (satu)tahun.

13. Prioritas dan PlafonAnggaranSementara yang selanjutnya
disingkatPPASadalah programprioritasdan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk
setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkat daerah.

14. Standar PelayananMinimalyang selanjutnya disingkatSPM
adalah ketentuan mengenaijenis dan mutu PelayananDasar
yang merupakan Urusan PemerintahanWajibyang berhak
diperolehsetiapwarganegara secara minimal.

15. Programadalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1
(satu) atau lebih Kegiatanyang dilaksanakan oleh satuan
kerja perangkat daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunanDaerah.

16. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
Kegiatanyang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan Programdan kebijakan.

17. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinyaKeluarandari Kegiatandalam 1(satu)Program.
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Pasal3
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD

yang Diklarifikasi menurut Ke1ompok,

Jenis, Objek, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Ke1ompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,

dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerirna, Alamat Penerirna,

dan Besaran Bantuan Sosial;

RpO,OO

Rp372.929.902.319,00

RpS.276.S0B. 000 ,00

RpS.276.S0B.000,00
RpO,OO

Rp104.393.224.994,00
Rp273.B13.1BS.32S,00
Rp37B.206.410.319,00

c. Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan pembiayaan:
a) semula

b)bertambah/benkunang
Jumlah penerimaan
pembiayaan setelah
perubahan

2. Penge1uaran pembiayaan:
a) semula

b) bertambah/berkurang
Jumlah penge1uaran

pembiayaan setelah
perubahan

Jumlah pembiayaan
neto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan
anggaran setelah perubahan
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Pasal4
Pelaksanaan penjabaran perubahan APBDyang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PrioritasPerbatasan Negara.

Daerah tentang
dengan Program

Peraturan Kepala
Penjabaran APBD

Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBDdan Rancangan

Kebijakan Pemerintah
Cirebon pada Daerah

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

6. Lampiran VI RincianDBH-SDAPertambanganMinyak
Bumu dan Pertambangan gas
Alam/Tambahan DBH-Minyakdan Gas
Bumu menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok,Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur
menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi
Kabupaten

Daerah,PemerintahanUrusan
5. Lampiran V Rincian Dana OtonomiKhusus menurut
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AGUNGBARIAJI, SH.
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---Salman Sesuai Dengan Aslinya
II

Kepala Bagian Hukum
"

HILMYRIVA'I

BERITADAERAHKABUPATENClREBON TAHUN2022 NOMOR 143

ttd

SEKRETARISDAERAHKABUPATENCIREBON,

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 17 Oktober 2022

IMRON

ttd

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 17 Oktober 2022

BUPATICIREBON,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 5
Peraturan Bupati irn mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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